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Etty Utju Ruhayati’

ABSTRACT

The housing comsumers often face problems, among others the deed done agaist the penal
code by the developer such as breaking the contract, fraud, and fictive hausing stock, and
so on. These deeds agaist the law should be brought to the state court according to the
existing penal law, In this article, the writer is trying to discuss the legal relationship
between the consumer and the developer on how to enforce the law when they are facing
legal problems,

Kata Kunci: Perbuatan Melawan Hukum, J anji Pengembang.

I. PENDAHULUAN

Hubungan hukum antara pengembang dan konsumen rumah
pemukiman diikat oleh suatu perjanjian yang disepakatinya, yaity
berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata dan berdasarkan janji pengembang
dalam brosur/iklan. Konsumen menginginkan bahwa pembelian rumah yang
diinginkannya adalah sesuai dengan yang ditawarkan pengembang, sebagai
janji pengembang yang harus dipenuhi/dilaksanakan pengembang. Jual-beli
antara konsumen dan pengembang tentang rumah yang dijanjikan oleh
pengembang, misalnya pengembang menjanjikan komplek rumah
pemukiman yang dibangunnya bebas banjir, harus dilaksanakan dan rumah
yang dibangunnya itu tidak fiktif, | - _

Pengembang dengan cara meyakinkan konsumen telah menjanjikan
fasilitas menarik kepada konsumen, agar konsumen tertarik untuk memiliki
rumah di pemukiman perumahan yang akan dibangun pengembang,
Kadangkala setelah konsumen mengadakan perjanjian atas rumah yang
disepakati tersebut, ternyata rumah di pemukiman yang ditawarkan
pengembang adalah fiktif atau rumah yang telah dihuni konsumen adalah
kebanjiran, Permasalahan yang terjadi antara pengembang dan konsumen
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. Lembaga Konsumen Indonesi

Mengenm. hubungan hukum antara pengembang dan konsu:erfY(ElSr)r;
pra!zctek di lapan‘gan, ternyata konsumen seringkali berada pada posisi yang
1ebtlh lemah danbpengen;bang. Berkaitan dengan permasalahan yang timbul
antara pengembang  dan  konsumen, pembah i i
bertasarkan ponelitian poan p asannya akan dibatasi

ahan di wilayah Jabotabek dar; :
dan di lokasi suatu perumahan wilayah Tangerang, ek dari media masa

.Berbagai permasalahan yang dapat timbul dari jual-beli rumah
pemukm?an yang merugikan konsumen dihadapi konsumen dengan berbagai
cara, yaitu melalui jalur hukum atau musyawarah, atau bahkan tidak
melalukan tindakan apapun. Karena itu, agar kepentingan konsumen dapat
lebih diperhatikan/dilindungi, maka seyogyanya penegak hukum dapat
menanggulanginya. Dalam hal tersebut, pengembang harus dapat
mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukumnya secara perdata
ataupun secara pidana yang dilakukan oleh pengembang terhadap
konsumennya. Berkaitan dengan hal-hal yang telah dikemukakan, yang akan
dikaji pada tulisan ini adalah mengenai hubungan hukum antara
pengembang dan konsumen, perbuatan melawan hukum secara pidana oleh

pengembang, dan penanggulangannya melalui penegakan hukum atas
permasalahan yang timbul antara pengembang dan konsumen.

IIl. HUBUNGAN HUKUM ANTARA PENGEMBANG DAN
KONSUMEN . -

Pembelian rumah merupakan hubungan hukum antara pengembang
dan konsumen, sebab ada kesepakatan antara pengembang dan konsumen,
termasuk mengenai jahji pengembang. Janji pengembang harus dipenuhi
oleh pengembang, karena apabila tidak dipenuhi baik sebagian kecil ataupun
sebagian besar maka timbul masalah antara pengembang dan konsumen.
Seperti telah dikemukakan sebelumnya, bahwa hubungan hukum antara
pengembang dan konsumen adalah berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata
dan berdasarkan janji pengembang dalam brosur/iklan.
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pasal 1320 KUHPerdata merupakan dasar hukum b::igll ‘PCU?EJ'?{?
tertulis, karena dalam pasal terschut mengatur ;cr}tangg ;{;’rfy:;:?: Si:)dn/d
suatu persctujuan/perjanjian di antaranyd mcngcnﬂf ‘fd“ ("' ¢ Hak Sc]:'dr;
obyck perjanjian dan adanya kesepakatan amdrdd'p‘f]:d 'jp cn‘f'cmban
perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUI;IPcrda‘a! ?'d T pcn‘écbabk .
berupa iklan di media cetak ataupun media clcklrmekd yang m é] ar?
ketertarikan konsumen untuk membeli rumah dar'l' pcngcmbfmg. ] C{lgenal
iklan tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian, 'mc]amkan di Iu‘a:-'
perjanjian, namun bisa mengikat pengembang apabila temyata kondis;
ah tidak sesuai dengan iklan.
rumah tjl;];k] q;ﬁcmb;"g berupa iklan/brosur.adalah berdfjsa.r‘kan Pasal
' 1338 KUHPerdata, yang dapat discbut sebagai bentuk perjanjian SECdA
tidak tcrtulis karena tidak dituangkan dalam perjanjian yang ditandatangani
para pihak. Walaupun tidak ditandatangani para pihak, bukan b'erartl tidak
mengikat sebab janji pengembang dalam iklan adalah bentuk perikatan yang
bersumber pada undang-undang. Pasal 1338 KUHPerdata menyebutkan
bahwa sctiap orang bebas membuat perjanjian dalam bentuk apapun,
sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, konsumen, dan
ketertiban umum.

Yang dimaksud dengan hubungan hukum antara pengembang dan
konsumen dalam tulisan ini adalah “Janji pengembang kepada konsumen
atas jual beli rumah”., Janji pengembang merupakan janji yang harus
dilaksanakan oleh pengembang, apabila konsumen telah membeli rumah
atau terjadi peralihan kepemilikan barang/rumah. Janji tersebut merupakan
perjanjian yang disetujui oleh pengembang (penjual) dan konsumen
(pembeli) dalam transaksi jual beli rumah. Perjanjian adalah suatu
persetujuan yang diakui oleh hukum dan merupakan kepentingan pokok
dalam transaksi jual beli, dengan maksud agar perjanjian antara penjual dan
pembeli dapat mengikat secara sah (Muhammad, 1990: 93-94).

Mengikat secara sah, artinya perjanjian itu menumbuhkan hak dan
kewajiban bagi para pihak yang mengadakan perjanjian yang diakui oleh
hukum (Muhammad, 1990: 94). Pasal 1304 KUHPerdata memuat suatu
penentuan arti dari suatu ancaman hukuman, yang dijanjikan dalam suatu
perjanjian, yaitu suatu janji untuk menjamin pelaksanaan perjanjian
diwajibkan melakukan hal tertentu jika perjanjian tidak dilaksanakan.
Menurut Wirjono, yang dimaksud dengan jaminan pada Pasal 1304
KUHPcrdata adalah apabila ada wanprestasi (tidak memenuhi janji) maka
pihak yang dijanjikan dapat menggugat agar yang memberikan janji
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berkewajiban memenuhi prestagi ity (Subekti 1987:1)

Apabila salah saty pihak tidak i :
telah melakukan .wanprestasi karena Tfézﬁnﬂ;ﬁzﬁsi] lt(c; Sel?}lt:’ aka i
melak.salll.akan perjanjian yang telah disepakati (Subekt 1983\?7'%;3:m ;l?'tu}{
dari_ janji pengembang terhadap konsumen yang tid:ak di .enu{;i dlbat
menimbulkan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum szcara perzz?:

maupun secara pidana, yang selanjutnya perbuatan melawan hukum secara
pidana merupakan pembahasan pokok pada tulisan ini,

III. PERBUATAN MELAWAN HUKUM SECARA PID
PENGEMBANG A4 OLEH

Perbua.tan melawan hukum yang dilakukan pengembang terhadap
konsumen, dikarenakan pengembang telah melakukan penyimpangan/
pelanggaran  terhadap peraturan perundang-undangan yang  berlaku.
Penyimpangan tersebut dapat mengakibatkan timbulnya perbuatan/tindak
pidana oleh pengembang (perbuatan melawan hukum secara pidana),
dan/atau perbuatan melawan hukum secara perdata. Perbuatan pengembang
dikatagorikan sebagai suatu perbuatan melawan hukum secara pidana,
antara lain apabila perbuatan pengembang tidak memenuhi janji seperti
ditawarkan pengembang di iklan/brosur yang disebut sebagai tindak pidana
penipuan. Selain perbuatan pengembang yang melakukan tindak pidana
penipuan itu, pengembangpun dapat pula melakukan tindak pidana
pemalsuan sertifikat, pengadaan rumah fiktif, dan lain-lain, -

Bertitik tolak dari perbuatan melawan hukum secara pidana atau
tindak pidana yang dilakukan pengembang tethadap konsumen, maka akan
dikemukakan lebih lanjut uraian mengenai istilah “pengembang” pada
tulisan ini. Pengembang adalah produsen yang mempunyai kegiatan usaha
dalam bidang pembangunan perumahan, yaitu produsen yang
menawarkan/menjual produknya dan mempunyai kewajiban terhadap
konsumen (Djumhana, 1994; 363). Lebih jelasnya, yang dimaksud dengan
istilah “pengembang” pada tulisan ini adalah suatu organisasi yang
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dinamakan perseroan terbatas (PT), yang membuat rumal di komplek
terientu dan menjual rumah kepada konsumen serta bertanggung jawab atas
perjanjian jual beli terhadap konsumen atas yang dijanjikannya. Sebaliknya
yang dimaksud konsumen adalah orang yang membeli rumah dari
pengembang, untuk kebutuhan diri sendiri dan/atau beserta kekurangannya.

Apabila pengembang melakukan penipuan, seperti pengadaan rumah
fiktif, memberikan sertifikat palsu, atau menjual rumah tidak sesuai dengan
yang dijanjikan, maka konsumen dapat menuntut pengembang baik secara
perdata dan/atau pidana. Dalam masalah penipuan tersebut, penekanan
masalah lebih dititikberatkan pada perbuatan melawan hukum secara pidana
yang dilakukan pengembang terhadap konsumen. Pengembang merupakan
badan hukum berbentuk perseroan terbatas, karena itu langgung jawab
pengembang tidak bersifat individu melainkan menyangkut badan hukum
beserta organnya yang bersifat kolektif. Konsumen dapat menuntyt
pengembang sebagai badan hukum melalui jalur hukum, agar pengembang
mempertanggungjawabkan perbuatan melawan hukumnya secara pidana
yang dilakukan oleh badan hukum atanpun organnya.

Tanggung jawab badan hukum diatur dalam anggaran dasarnya
dan/atau undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang memyat
persyaratan konstitutif dari badan hukum. Hukum atan peraturan badan
hukum itu dimaksudkan untuk dapat mengukur atau memperhitungkan
perbuatan organ badan hukum sebagai pengurus yang mewakili badan
hukum (pengembang). Perbuatan melawan hukum secara pidana dari badan
hukum ity dimaksudkan dalam undang-undang pidana Indonesia adalah
kejahatan yang dilakukan oleh suatu badan hukum, yang tidak menutup
kemungkinan dikenakan pula sanksi hukum administrasi negara atau
gugatan perdata (Dipradja, 1983: 25).

Perbuatan melawan hukum secara pidana yang dilakukan
pengembang (badan hukum) dikarenakan pengembang telah melakukan
perbuatan atau “tindak pidana”, yaitu pengembang telah melakukan
pelanggaran hukum pidana yang bersifat melawan hukum. Istilah “tindak
pidana” merupakan terjemahan dari istilah “strafbaarfeit” yang digunakan
oleh peraturan perundang-undangan Indonesia (Dipradja, 1983: 16).
Pengertian istilah “perbuatan melawan hukum” sebagai terjemahan dari
bahasa Belanda yang dikenal dengan istilah “onrechtmatigedaad”. Perly
dikemukakan di sini, bahwa pada awalnya pengertian istilah “perbuatan
melawan  hukum”  diartikan  secara sempit, kemudian mengalami
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PENGEMBANG,.
pc,kcmhun;;un dengan diartikan necara luay, yait
pertentangan dengan kepatutan dalam ’”ﬂ!syq’pﬁ;, 1 :m:

Permasalahan  perbuatan "“:]“W‘n; '}.at (1
dilakukan pengembang (hadan hukum) r;lcru ”'l]‘:”” Socara, pidena yang
kompleks dan rumit, terutama hagi pihak paxan suatu hal yany bersifat

e o Ak ronsumen yang menjadi korbz
perbuatan pengembang, Mcnghadap. permasalaha e Jadi orban
dihadapkan kepada  problema itig cukup' . l:l |t'6ﬁ0bm’ Yonsumen
menuntut haknya yang Fclah dirugikan oleh pc"gcrnnhg:,;:"dn untuk  dapat
dapal nwl'n]'ucrt.:mtggun;_;]:1w:1hk:m melalui jalur hukum y;mu benar dan adil
Hal demikian dischabkan, kenyataan yang sering yals by nar dan adil
mendapatkan perlindungan yang Jayak mcl::wl. " ,,'d,] onsuen tidak
keadaan konsumen tidak mempunyaj " an proscs hukum berhubung

, punyai uang/biaya cukup untuk mendapatkan
kebenaran dan keadilan,

Konsumen memerlukan pencgakan hukum bagi perlindungan dirinya
yang menjadi korban perbuatan pidana (perbuatan melawan hukum secara
pidana), suatu badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas atau organ
badan hukum tclah  merugikan konsumen (pembeli rumah) dengan
perbuatan pidananya itu, Seperti telah dikemukakan scbelumnya bahwa
perbuatan pidana terscbut adalah berasal dari istilah bahasa Belanda
“srafbaarfcit”, yaitu perbuatan yang diancam pidana karena bersifat
melawan hukum berkaitan dengan kesalahan dan dilakukan oleh orang yang
mampu bertanggungjawab (Mocljatno, 1987: 56).

Menurut  Mocljatno, bersifat melawan  hukum  itu  berarti
bertentangan  dengan hukum, atau tidak scsuai dengan larangan atau
keharusan hukum, atau menyerang suatu kepentingan hukum yang berlaku
(Sianturi: 1996 : 141). Bersifat melawan hukum itu adalah merupakan unsur
yang termasuk  dalam  perbuatan  pidana material, sedangkan
pertanggungjawaban pidananya bertitik tolak pada unsur kesalahan (Saleh,
1983 : 60 & 76). Bertolak dari sifat melawan hukum yang berkaitan erat
dengan masalah pertanggungjawaban pidana, maka perbuatan pengembang
itu dikatagorikan scbagai telah melakukan perbuatan pidana dan harus
mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan hukum.

liputi perbuatan yany
rodjodikaro, 1997: 13 ).

agar pengembang
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IV. PENANGGULANGAN HUKUM ATAS PERMASALAHAN
PENGEMBANG DAN KONSUMEN

Perbuatan  melawan  hukum  sccara pidana yang dilakukan
pengembang terhadap konsumen harus diselesaikan dengan melakukan
penanggulangan atau penegakan hukum melalu jalur hukum yang diatur
oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Permasalahan antara
pengembang dan konsumen apabila diselesaikan melalui prosedur atau
proscs hukum, tentunya akan melalui proses peradilan di mana hakim yang
akan menyelesaikan perkara akan memutuskannya dalam bentuk putusan
hakim. Hakim dalam mencrapkan perkara adalah berdasarkan pada
“kesalahan” pengembang (badan hukum) agar pengembang itu dapat
dipertanggungjawabkan secara pidana.

Kesalahan pengembang sebagai badan hukum/usaha dapat
disebabkan karena telah melanggar ketentuan Pasal 5 Ayat (2) jo Pasal 29
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman,
Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa kewajiban yang harus
dilaksanakan oleh badan hukum (pengembang), antara lain:

a. mengikuti persyaratan teknis, ekonomis, dan administratif;
b. melakukan pemantauan lingkungan yang terkena dampak berdasarkan
rencana pemantauan lingkungan,;

c. melakukan pengelolaan lingkungan berdasarkan rencana pengelolaan
lingkungan. |
Pembangunan perumahan dan pemukiman yang dilakukan oleh
pengembang, pelaksanaannya harus berpedoman kepada kegiatan yang
bersifat lintas sektoral yang memperhatikan faktor jumlah penduduk, tata
guna tanah, pembiayaan, fasilitas sosial, dan faktor penunjang lainnya
(Djumhana, 1994 : 151), Adapun yang diinginkan konsumen (pembeli
rumah dari pengembang) adalah berupa perlindungan hukum dan kepastian
hukum yang memadai tentang pembelian rumah sesuai dengan yang

dijanjikan pengembang. Keinginan konsumen terutama kalangan menengah

ke bawah untuk mendapatkan perlindungan hukum tersebut ternyata kurang
dirasakan konsum

en, karena pengembang dalam memberikan penawaran
untuk membeli rumah yang dibangun pengembang berada pada posisi yang
kuat,

30



PERBUATAN MELAY,

\\‘ ) ¥ .
ECARA PIDAN, AKIBAT JANJ Pl

AN UK UM
N(H':MHAN(:',,,

3ertitik tolak dart hal yang telah dike
dengan pengembang adalah perugaly :
perumahan Kawasan pemuking

seneebang) berkewaiib: ; :
(f__n:;u.‘lmn din pcmukilmm d - bertanggungjawaly dalam pembangunan
pe s di. % :“1-_ Yalu memenuhy; kebutuhan mas arakat : '
Konsumen akan tempat tinggal yang layak (baik s Twsyarakl atau
Kuantitas) bagi semua golongan it T secara kualitas maupun
STS yarakat. Tentunya apabila 'mby
Je slaneear ketentuan e a pengembang
telah Sldm&;“ }‘l‘[‘m“““ perundang-undangan tentang pcrum:l’nn ;hi
cmukimar o ak _ an- ds
PEHUINIRT. ISWCuil ik bengembang  dapat dikatagorikan telah

n}clakukan perbuatan melawan hukum secara pidana atau tindak pidana di
bidang perumahan dan pemukiman. o

kesenQa}‘:lg:a};taflifglaiggmgrqi:llllakllknll pengembang  dapat  berupa
Pidan; sesuai dengan ketent’u)( U pengembang telah melakukan tindak
; g an yang diatur dalam Pasa] 7 Undang-undang
Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pasal 7 Undang-
undang Nomor 4 "ljahm 1?92 antara lain menyebutkan bahwa pengembang
telah melakukan‘tmdak pidana jika melanggar atas kewajiban mengikuti
persyaratan teknis, ekologis, dan administratif seperti yang diwajibkan
dalam Pasal 5 jo Pasal 29 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992. Jika
pengembang dianggap konsumen melakukan tindak pidana sesuai Pasal 7
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, maka konsumen dapat menuntut ke
pengadilan melalui penuntut umum sebagai proses penegakan hukum untuk
menanggulangi permasalahan antara pengembang dan konsumen.

Konsumen pembeli rumah mempunyai hak untuk dilindungi oleh
ketentuan hukum yang melindungi kepentingan konsumen, yaitu di
antaranya oleh ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen. Pasal 4 Undang-undang No. 8 Tahun 1999
mengatur tentang hak konsumen, adalah sebagai berikut:

mukakan, makg yang
aan berbadan hukum '
Muntuk hunian
an be

dimaksud
yang membangun
konsumen, Perusahaan

a. hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi

barang dan/atau jasa,

b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapa_tk.an bara.ng dan/
atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan
yang dijanjikan, u ‘ »

c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan

jaminan barang dan/atau jasa; .
d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa

yang digunakan;
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il t o ibne advnkae nerlindunezn. dan vozvz nenreleizian
¢. nax untux m;”f:t'f.’.:?.f(?... 4(1 0251, ;3’-.'[1.’."1' R ,i“-“ 'J-r"aj"- ;4‘--" etz
. - - - - Bl '.-f.- - - ,' — ,:
sengketa perfindungan konsumen secarz pautl Galam mengLonSums:
B o et A
parang can atau Ja.:/.,
A = RO * iAtleon b ’
f  hak untuk mendapat pembinean dan pendidican XOTSUMET,
i . . e g, PR - —, ;" 1oT (1o _:-v: or wowtes $2 Ak
¢ hak untuk diperfakukan atzu dilzyant seczrz benz dan jujur sertz tidzk
- - AN L7
disknminatif;
. -, - 1’ (l""'" "": < 'J““ﬁ‘-.' - . :,
h ‘nak untuk mﬂﬁdfjﬁ’dikdal k(Jmn",""l.';/..,f. 5&.1'; IU_;;J czrn/ziza Jﬁégjf‘?'{ﬁ‘

apabila barang dan/ztzu jugz YAZ
id i

-
tuzn peraturzn perundzng-undzngzn

Hak konsumen secera umum yang diztur dzlzm Pzsz

undang Nomor % Tehun 1999 tentzng Perlindungzn Aom

i1 1 " Z "” : v rot .ﬂ -f e

dengan hak konsumen yang khusus diztur dzlam Pzsal 5 Ayat (1) Undang-

undang Nomor 4 Tzhun 1992 tentang Perumzhznz 020 PEmuLimzn. Pasz] 5
e

Ayzt (1) Undang-undzng
konsumen pembeli rumzh #tzs hak perumzhan, yzitu: “Setizp wargz negara
mempunyzi hzk untuk menempzti dzn/ 2tz menikmzti dzn/ ztzu memilid
rumzh yang layzk dzlam lingungzn yang senat, anan, sexzsi, dan teratur”,
Deri hal-hal yang telzh dikemukzkan tentzng konsumen dan
pengembang itu, maxa Yang dimakeud dengzn konsumen pembeli rumzh
adalzh pembeli rumah dari pengembang yang menginginkzn rumah yang
dibelinya sesuai dengzn penawaran pengembany yang telah disepakati
hersama, Mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
perlindungan konsumen bagi penanggulangan mazsalah berdasarkan hukum
sebenarnys sudah cukup memadai, Tetapi dalam kenyataannya, dalam
praktik di Japangan, konsumen sering kali berada dalam posisi yang lebin
Jemzh daripada pengembang, Apalagi, misalkan jika konsumen sudah
terlanjur membeli rumah di suatu kawasan pemukiman sering kali
mengalami banjir, sehingga tidak mempunyai pilihan lagi sedangkan
pengembang tidak bertanggungjawab atas janjinya kepada konsumen.
Walaupun seperti telah diketahui bahwa hukum atau ketentuan
peraturan  perundang-undangan  yang mengatur  tentang  perlindungan
konsumen pembeli rumah telah cukup memadai, tetapi konsumen tetap
berada pada keadaan/posisi yang dirugikan, Hal terscbut dapat dilihat pada
hasil penclitian yang telah dilakukan di salah satu lokasi perumahan dan
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pcumkiman dacrah Tangerang, Data-da

tentang pc'mcnulu}n janji pengembang terlihat bahwa-

. ‘Scb'.llglallbdal'l Jaml pengembang tidak dipenuhi, misalnya mengenai
jaminan .cbas_ banjir, .lcrnyata lokasi tersebut tergenang banjir gbr?la]
musin huy an tiba. Selam itu, sarana jalan kurang memadai dijkarzzz;k] :
pen.qbuata.n jalan tidak menggunakan bahan-bahan yang cuk bE'IE
sehingga jalan rusak dan berlubang, R

b. Upaya hukum konsumen akibat pengembang tidak memenuhi sebagian

janjinya adalah dengan cara musyawarah (tid i
di pengadilan). (tidak melalui prosedur hukum

@ yang dihasilkan dar; penelitian

V. PENUTUP

Pener.apan pelaksanaan hukum atau ketentuan perundang-undangan
yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, seyogya?lya dapat
merupakan penyelesaian/pemecahan masalah yang oleh pgnegak hukum
terhadap permasalahan yang timbul antara konsumen dengan pengembang.
Konsumen pembeli rumah berhak mendapatkan informasi yang Eelas dan
terang dari pihak pengembang bahwa rumah di pemukiman itu sesuai
dengan yang dijanjikan pengembang (baik melalui brosur atau media iklan
maupun langsung ditempel di tempat pemasaran), sehingga konsumen tidak
merasa dirugikan apabila sudah menempati rumah yang dibeli dan
pengembang. Pembelian rumah tersebut harus berlandaskan pada ketentuan
hukum atau perundang-undangan yang berlaku mengenai jual beli rumah.
Hal ini untuk melindungi kepentingan para pihak (konsumen dan
pengembang). Perbuatan melawan hukum secara pidana yang dilakukan
pengembang terhadap konsumen harus dapat diselesaikan melalui sistem
hukum yang efektif dan efisien untuk memulihkan kembali hak dan
kepentingan konsumen pembeli rumah yang dirugikan pengembang.
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